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MOTTO:
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ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA
PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

Andesi Putri Sari

Pandemi Covid-19 tergolong dalam bencananasional di negaralndonesia,
pemerintah telah banyak melakukan penanggulangan terhadap pandemi Covid-19
salah satunya dengan menyal urkan bantuan sosial kepada masyarakat. Akan tetapi,
hal ini justru disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab
yang telah melakukan penyal ahgunaan dana bantuan sosial tersebut, yang mana hal
itu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilaksanakan di
kota Palembang, yakni di Pengadilan Negeri kelas 1A dan Polrestabes Palembang
dengan menggunakan metode penelitian empiris. Permasalahan dalam penelitian
ini mengena bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan
dana bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di kota Palembang? dan apakah
yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku penyal ahgunaan
dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang? Penelitian
ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan bahan hukum yang
bersifat primer, sekunder dan tersier. Setelah semua data terkumpul, data tersebut
diolah dan diandlisis secara kualitatif dan selanjutnya disgjikan secara deskriptif
yaitu mencari dan mengumpulkan data yang ada hubungannya dengan obyek dan
permasal ahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri kelas
1A Palembang penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan
sosial pada masa Pandemi Covid-19 telah ditegakkan sebagaimana mestinya
berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman
Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, dan dalam mekanisme pelaksanaannya terdapat kendala dalam teknis
pelaksanaan persidangan secara online yang kurang kondusif karena sarana dan
prasarana yang tidak mendukung secara baik. Dengan demikian diharapkan untuk
pemerintah agar tetap konsisten dalam menegakkan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan dana bantuan sosia ini selamanya, tidak hanya dalam keadaan
pandemi sgja, dan diharapkan kepada pemerintah agar memberikan fasilitas 1T yang
baik dalam pelaksanaan persidangan secara online agar pelaksanaan persidangan
secara online bisa berjalan dengan baik dan benar.

Kata kunci : penegakan hukum, pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosia,
korupsi
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A.

BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum merupakan kesel uruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa
untuk melindungi kepentingan manusia di masyarakat. Sasaran hukum yang
hendak dituju bukan sga orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum,
mel ainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, antisipasi terhadap perbuatan-
perbuatan melawan hukum yang akan mengakibatkan kerugian pada
masyarakat dan negara sangatlah penting untuk menjaga keamanaan dan
ketertibaban umum serta perlindungan untuk masyarakat.

Menurut Serlika Aprita dan Rio Adhitya dalam buku yang berjudul
Filsafat Hukum, menjelaskan bahwa:

“Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban
adalah dua ha yang tak dapat dipisahkan-pisahkan, sebab setiap hak ada
mengandung kewajiban. Setiap orang wajib menghormati hak orang lain dan
tidak boleh mengganggunya dan setiap orang yang berhak itu wajib
mempergunakan haknya untuk kebaikan dirinya dan kebaikan umum”.!

Menurut Hikmahanto Juwana dalam Jurna Penegakan Hukum di
Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam kajian Law and Development
yang berjudul Problem dan Fundamen Bagi Solusi di Indonesia, menyatakan
bahwa:

“Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan

28

1 Serlika Aprita, Rio Adhitya, 2020, Filsafat Hukum, Raja Grafindo Persada, Depok, him.



kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain
dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga
yang bertugas menegakan hukum menurut proporsi ruang lingkup
masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan
mendukung tujuan yang hendak dicapai. Kaian secara sistematis
terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan
efektif apabila5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya,
aparat penegak hukumnya, faktor warga Masyarakat yang terkena
lingkup peraturan hukum, faktor kebudayaan atau legal culture, faktor
sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum”.?

Menurut Chaerudin dkk, dalam buku yang berjudul Tindak Pidana
Korupsi, menjelaskan bahwa:

“Salah satu perbuatan melawan hukum yang merugikan negara adalah
masalah tindak pidana korupsi, selama ini istilah korupsi mengacu pada
berbagai aktivitas atau tindakan secara tersembunyi dan ilegal, untuk
mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan”.®

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjelaskan

bahwa “Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20

(duapuluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar

rupiah)”.

Telah banyak terjadi berbagai macam bentuk korupsi di Indonesia, salah
satunya adal ah penyalahgunaan dana bantuan sosial, yang disalahgunakan oleh

oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 39

2 https://media.neliti.com, diakses pada 16 Oktober 2021

3 Chaerudin, dkk, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Jakarta, him. 8



Tahun 2012 mengenai Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memberikan definisi
Bantuan Sosial adalah “Pemberian bantuan berupa uang atau barang dari
pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial”.

Menurut Amru Alba dan Rudi Kurniawan dalam buku yang berjudul
Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi Keluarga Miskin, menjelaskan
bahwa

“Kriteria penerima bantuan sosial adalah mereka yang berdomisili
dadam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten (pemkab) yang
bersangkutan serta memiliki identitas yang jelas. Tujuan dari bantuan sosia
adalah menanggulangi kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosia,
pemberdayaan sosial, jaminan sosial dan penanggulangan bencana”.*

Sehubungan dengan korupsi dana bantuan sosial hal ini melahirkan
sgjumlah pelaku utama korups seperti kepala daerah, pegjabat di lingkungan
pemerintah daerah, serta anggota dan pimpinan parlemen daerah. Hal ini
sungguh meresahkan bagi perikehidupan negara yang berlandaskan dengan
hukum, dengan banyaknya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan oleh
pemerintah akan menimbulkan banyak dampak negatif dalam kehidupan sosial
masyarakat.

“Menurut The International Monetary Fund (IMF) tahun 2018

4 Amru Alba, Rudi Kurniawan, 2019, Kebijakan Pemberian Bantuan Sosial Bagi
Keluarga Miskin, UnimallPress, Sulawesi, him.2



Indonesia masih termasuk dalam kategori Negara Berkembang, Negara
Berkembang sendiri adalah negara yang memiliki tingkat kesejahteraan relatif
rendah. Indeks perkembangan manusia tercatat dibawah standar normal”.®

Berdasarkan definisi Negara Berkembang, negara Indonesia masih
sangat jauh untuk bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki kesejahteraan
dalam berkehidupan sosial, dari fakta yang bisa dilihat dari “Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesiamencapai 8,75 juta
orang pada Februari 2021, jumlah tersebut meningkat 26,26% dibandingkan
periode yang sama tahun lalu sebesar 6,93 juta orang”.®

Menurut Barda Nawawie Arief dalam buku yang berjudul Kebijakan
Hukum Pidana, menjelaskan bahwa

“Penyebab utama dari kejahatan di banyak negara ialah ketimpangan
sosial, diskriminasi rasid dan nasional, standar hidup yang rendah,
pengangguran dan kebutahurufan (kebodohan) diantara golongan besar
penduduk”.’

Daam ha untuk menanggulangi kegahatan dalam suatu negara,
diperlukan aturan-aturan hukum yang ketat dan kebijakan-kebijakan yang
disiplin.

Menurut Zainab Ompu Jainah dalam buku yang berjudul Kapita Selekta

Hukum Pidana, menjelaskan bahwa:

5 https://lwww.kompas.conV/ Daftar Negara Maju dan Berkembang di Dunia, diakses
pada 27 Oktober 2021

6 https://databoks.K atadata.co.id/ Jumlah Pengangguran capai 8,75 juta orang per Februari 2021,
diakses pada 27 Oktober 2021

7 Barda Nawawie Arief, 2016, Kebijakan Hukum Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, him. 11



“Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya
merupakan bagian integral dari upaya mencapa perlindungan
masyarakat (social detence) dan upaya mencapai kesegahteraan
masyarakat (social welfare). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa
tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan
masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.®
Jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya,

karena populass manusia di Indonesia sangatlah banyak, dan lapangan
pekerjaan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, dan di
tambah lagi dengan keadaan pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak
orang di PHK.

Daam tulisan Hasanal Mulkan pada jurna Illmiah Universitas
Batanghari Jambi yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindakan
Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Kondisi Darurat Covid-19, menyatakan
bahwa:

“Wabah Corona Virus Disease-19 yang telah menjangkit manusia
dengan cepat dan menyebar secara global telah menjadi isu kesehatan
yang melahirkan kekhawatiran dan kekacauan. Pandemi Covid-19 yang
berdampak pada kesehatan, sosial maupun ekonomi sebagai bencana
alam. WHO pada 11 Maret 2020 secara resmi menyatakan Covid-19
sebagal pandemi. Indonesia menjadi salah satu Negara yang terpapar
Covid-19”.°
Angka kasus positif semakin meningkat segjak dikonfirmasi oleh

Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret 2020, dalam merespon situasi itu
berbagai kebijakan telah dikeluarkan oleh Presiden untuk mempercepat

penanganan Covid-19.

Berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) nomor 9 tahun 2020

8 Zainab Ompu Jainah, 2018, Kapita Selekta Hukum Pidana, Tira Smart, Tangerang, him. 66

9 https://scholar.google.com, diakses pada 16 Oktober 2021



mengatur perubahan atas Keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang
Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 dan Pendanaan yang
diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas. Melalui Keputusan Presiden ini diatur
sinergitas antara kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah, dimana
Gubernur, Bupati, dan Walikota sebaga ketua Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19 di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-
masing.

Seiring pandemi yang terus berlangsung ini, bangsa Indonesia sedang
menghadapi berbagal krisis yang terjadi. Salah satu krisis yang sedang menjadi
fenomena adalah maraknya Tindakan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam
kondis Pandemi saat ini yang dilakukan oleh para oknum pejabat pemilik
kekuasaan yang tidak bertanggung jawab.

Terkait korupsi dana bantuan sosia, pemerintah telah menegaskan
hukuman mati menanti bagi koruptor dana bencana aam maupun non alam.
Berkaitan dengan hal tersebut Menkumham Yasonna Laoly dalam
Wawancaranya menyatakan bahwa: “Dalam Undang-Undang Tindak Pidana
Korups kita jelas ada (hukuman mati) kalau dalam kondis bencana alam,
dalam kondisi moneter yang parah itu dimungkinkan, dan dalam Pengulangan
Tindak Pidana Korupsi”.1°

Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai
bencana nasional. Penetapan itu dinyatakan melalui Keputusan Presiden

(Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam

10 https:.//www.liputan6.com/news/read/4426490, diakses pada 27 Oktober 2021



Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagal bencana nasional.

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa “Yang
dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah kedaan
yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana
korupsi yaitu apabilatindak pidanatersebut dilakukan terhadap dana-dana
yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam
nasional, penanggulangan akibat kerusuhan sosid yang meluas,
penanggulangan krisis ekonomi dan menoeter, dan pengulangan tindak
pidana korupsi”.

Daam hal ini terhadap pel aku penyal ahgunaan dana bantuan sosial pada
masa Pandemi Covid-19 bisa dikenakan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut,
berdasarkan juga dengan ketetapan Presiden dalam Keppres Nomor 12 Tahun
2020 tentang penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease
2019 sebagai bencananasional.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap permasalahan yang sedang dialami
oleh negara di masa pandemi ini, bukan hanya tentang mencari jalan keluar
untuk bisa mengatasi masa krisis yang disebabkan oleh wabah Covid-19 ini
sgja, tetapi juga harus menumbuhkan rasa empati pada pemerintah untuk
rakyatnya, berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemerintah. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN
DANA BANTUAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI
KOTA PALEMBANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG

NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK



PIDANA KORUPSI”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat
dirumuskan permasal ahan yang akan dikgji dalam studi ini, yaitu:

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan
Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

2. Apakah yang menjadi kendala dalam Penegakan Hukum terhadap
Pelaku Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi
Covid-19 di Kota Paembang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian
1. Ruang Lingkup
Adapun yang menjadi ruang lingkup pada penelitian ini adalah terbatas
pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosial
pada masa pandemi Covid-19 di kota Palembang, serta tidak menutup
kemungkinan juga menyangkut hal-hal lain yang berhubungan dengan

penelitianini.



2. Tujuan Pendlitian
Tujuan pendlitian ini adalah untuk mengetahui:
a. Penegakan Hukum terhadap Pelaku penyalahgunaan Dana Bantuan
Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.
b. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Penyalahgunaan

Dana Bantuan Sosial pada masa Pandemi Covid-19 di Kota Palembang.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan
antara definis-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep
merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih
diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan
definisi operasionalnya.

1. Penyalahgunaan (Fraud/Korupsi)

Dalam hal ini menggunakan konsep “penyalahgunaan dana” untuk
menjelaskan berbagai perilaku individu atau kelompok pelaku fraud/korupsi
yang menyebabkan pemeriksa keuangan negara menyimpulkan ada kerugian,
potens kerugian, pemborosan dan atau belanja tidak dapat diakui
keberadaannya. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesua standar
Pemeriksaan Keuangan Negara melarang pemeriksa untuk membuat
pernyataan fraud/korupsi, karenaitu merupakan kewenangan lembaga penegak
hukum.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: Corruptio) adalah tindakan pejabat

publik, baik polisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam



tindakan itu yang secara tidak wgar dan tidak legal menyalahgunakan
kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan
keuntungan sepihak, dalam arti yang luas korupsi adalah penyalahgunaan
jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Dalam kenyataan, semua bentuk
pemerintahan rentan terhadap korupsi.

Kecurangan (Fraud) adalah perbuatan yang mengandung unsur
kesenggaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan,
penyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang
bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa
uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu
individu atau lebih dari pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola,
pegawal, atau pihak ketiga.

2. Bantuan Sosid

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, yang
dimaksud dengan “Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau
jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak
mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial”

3. Pandemi

Pandemi (dari bahasa Y unani pan yang artinya semua dan demos yang
artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas,
misalnya di beberapa benua, atau di seluruh dunia.

4. Kota



Kota adalah pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki
batasan wilayah administrasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah
Daam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kota

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang “Kota adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian
dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan,
pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan
ekonomi”.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, kota memiliki tigafungsi, yaitu:

1. Kota Sebaga Pusat Pemerintahan

Perkembangan Kota membutuhkan aparat dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut baik bersifat pemenuhan
kebutuhan hidup, administratif, maupun kebutuhan sosia budaya. Hal ini
berarti kotamemiliki berbagai peraturan dan pengendalian pemerintahan di
tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota.
2. KotaSebaga Pusat Pendidikan

Melihat dari sgjarah, perkembangan sekolah-sekolah justru berada
di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Perkembangan sekolah di
kota besar ini karena terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam
pendidikan.

3. Kota Sebagal Pusat Informasi



Untuk bisa mewujudkan pembangunan baik di kota maupun daerah,
dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Keberadaan masyarakat yang
kebanyakan tingga di pedesaan mengharuskan pemerintah untuk

pembangunan pedesaan.

. Metode Penelitian
1. JenisPendlitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, dalam kesempatan ini
penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, di mana dalam karyaini
penulis melakukan secara langsung terhadap objek penelitian. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat dari pendapat Komelius Benuf dan Muhamad Azhar
daam Jurnal Gema Keadilan terkait dengan pengertian metode penelitian

hukum empiris yaitu:

“Suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-faktaempiris
yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari
wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melaui pengamatan
langsung, penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari
perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip”.*t
2. Jenisdan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a DataPrimer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek

1 https.//ejournal 2.undip.ac.id/index.php/article/view/7504, diakses pada 27 Oktober

2021, him. 28



penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang
diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah
bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahagunaan dana
bantuan sosial pada masa pandemi covid-19 di Kota Palembang.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan
yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan
hukum yang menjel askan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari
buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.
c. DataTersier
Data tersier merupakan data penunjang dari data primer dan data
sekunder. Data ini diperolen melalui bahan dari internet dan lainnya,
yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.
3. Alat Pengumpulan Data
Adapun aat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagal berikut:
1. Studi Kepustakaan (library research)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode
kepustakaan, yaitu dengan mempelgjari berbagal literatur seperti buku-
buku, laporan penelitian, karyailmiah dan peraturan perundang-undangan.
2. Studi Lapangan Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh



keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan
untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul Iebih lengkap
dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam
penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan
menggunakan daftar pertanyaan yang telah disigpkan sebelumnya.
3. Lokas Pendlitian

Berkaitan dengan lokas pendlitian, penulis memilih wilayah
penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosid
pada masa pandemi Covid-19 di Kota Palembang sebagai objek penelitian.
4. Analisis Data

Anadlisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah
deskriptif kualitatif, yang artinya data-data yang telah terkumpul akan
diolah, dikuadifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstruktur dan
sistematis untuk memperolen suatu kesimpulan untuk menjawab

permasal ahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan bertujuan untuk memahami lebih jelas laporan
skripsi ini agar dapat disusun secara sistematis dan terarah. Skripsi ini terbagi
menjadi empat bab dengan beberapa sub bab dengan sistematika penyampaian
sebagai berikut:
BAB 1: PENDAHULUAN
Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup

dan tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika



penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas materi tinjauan tentang penegakan hukum,
penyal ahgunaan dana bantuan sosial, program-program bantuan yang diberikan
pemerintah untuk kesiapsiagaan penanganan Covid-19, permasalahan dalam
masa pandemi Covid-19 serta pengertian dan ruang lingkup mengenai tindak
pidana korupsi.
BAB Il : PEMBAHASAN

Bab ini beriskan tentang penegakan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota
Padembang, serta kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku
penyalahgunaan dana bantuan sosial pada masa pandemi Covid-19 di kota
Palembang.
BAB IV : PENUTUP

Bab ini beriskan Kesimpulan dan Saran yang berkaitan dengan
penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan sosia pada
masa pandemi Covid-19 di kota Palembang, berdasarkan hasil dari penelitian

penulis.
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